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ABSTRAK 

“KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU 

KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERDASUMATERA BARAT NO.6 

TAHUN 2008” 

 

Bagi Negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah 

memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyatnya. Pentingnya 

peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap 

sengketa antar manusia. Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah 

satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, 

dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang 

diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup 

menarik untuk diteliti dengan pokok permasalahan apa saja kewenangan 

Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam 

penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat 

Minang.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan KAN Koto Baru 

dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian 

sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui 

pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. 

Adapun spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil 

penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan 

juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako. 

Kewenangan KAN Koto baru, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa, 

sengketa-sengketa mana terkait dengan pengakuan atas Kesatuan masyarakat 

hukum adat khususnya di wilayah Koto Baru. Penyelesaian atas permasalahan 

dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan penegasan kewenangan KAN 

melalui peraturan-peraturan adat daerah setempat. 


